SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018 telah
ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017 tentang
pembayaran gaji dan tunjangan DPRD tidak sesuai dengan
ketentuan, sehinggga Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia merekomendasikan untuk merevisi Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan Surat E;etua‘ 'DPRD Provinsi Sumatera
Utara Nomor 2641/18/Sekr tanggal 18 Oktober 2018 perihal
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
86 Tahun 2017, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu diubah;



Mengingat
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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;



Menetapkan
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5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 32);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara {Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
36);

7. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 86, Tambahan
Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 86
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.



Pasal I
Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dalam Peraturan Gubernur Nomor
86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017
Nomor 86, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 2), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara maka kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.

(2) Besaran tunjangan perumahan yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas,
standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas

bangunan dan lahan rumah negara.

(3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

a. Wakil Ketua sebesar Rp. 55.100.000,- (lima puluh lima
juta seratus ribu rupiah}; dan

b. Anggota sebesar Rp. 47.060.000,- (empat puluh tujuh
juta enam puluh ribu rupiah).
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(4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sudah termasuk pajak.

Pasal 1I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 November 2018
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 23 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 52

bamd Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004



